BAB I1I

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan penulis pada bab

selanjutnya, maka penulis menarik kesimpulan dari hasil penelitian bahwa:

1. Bagi setiap pelaku usaha AMDK, baik yang berasal dari unsur
pemerintahan seperti BUMN, BUMD, dan BUMDes maupun dari unsur
swasta atau BUMS dalam melakukan kegiatan usaha diperlukan
wawasan dan pemahaman yang tepat mengenai air sebagai suatu objek
yang merupakan benda publik, artinya para pelaku usaha AMDK perlu
mempunyai  keinginan dan pemahaman, serta pelaksanaan
komersialisasi air minum berdasarkan Peraturan Perundang-undangan
yang berkaitan dengan air dan kepentingan rakyat, karena air merupakan
sebuah benda yang sudah sepatutnya dapat diakses oleh seluruh
masyarakat guna keberlangsungan hidupnya. Dalam keseharian, air
dapat digunakan dalam banyak hal oleh masyarakat, seperti minum,
masak, mencuci, dan lain-lan, serta merupakan suatu objek yang
mempunyai nilai ekonomis sangat tinggi. Maka dari itu, para pelaku
usaha AMDK tidak dapat serta merta melakukan komersialisasi air
tanpa berdasar pada Pasal 33 dan terpenuhinya Pasal 28H ayat (1) UUD
NRI 1945.

2. Masih ditemukan berbagai kendala serta berbagai potensi yang dapat

menyebabkan komersialisasi air oleh pelaku usaha AMDK secara
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berlebihan dan tidak memprioritaskan kemakmuran rakyat berdasarkan
UUD NRI 1945 sebagai tujuan utama, dan terpenuhinya Pasal 28H ayat
(1) UUD NRI 1945, melainkan keuntungan secara materi dengan
menguasai, memiliki, dan menikmati dalam ruang lingkup yang kecil
atau eksklusif. Cara-cara tersebut tentu saja bisa didapatkan dengan
mudah oleh berbagai perangkat kekuasaan dalam suatu penerapan dan
penegakkan hukum yang lemah. Beberapa diantaranya yaitu peran
pemerintah yang seringkali mendominasi oleh karena kekuasaan dan
berbagai perangkat yang dimiliki olehnya sehingga dapat melakukan
intervensi  terhadap kegiatan komersialisasi dan menempatkan
perusahaan air pada sumber air bersama swasta yang merupakan badan
dengan prioritas pemberian izin terakhir berdasarkan Peraturan
Perundang-undangan. Kendala selanjutnya yaitu peran swasta yang
seringkali mendominasi bahkan melebihi pemerintah karena dana dan
teknologi yang dimiliki terbukti dapat mendatangkan kelayakan yang
lebih bagi proses pemenuhan air minum yang layak bagi masyarakat dan
tentu saja mendatangkan keuntungan yang lebih besar bagi pihak swasta
itu sendiri maupun ketika melakukan kerjasama dengan pihak

pemerintah dalam komersialisasi air minum.

B. Saran
Berdasarkan kesimpulan yang diuraikan diatas dalam penelitian ini, maka

penulis mengajukan saran antara lain:
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1. Menegakkan dan mempertegas pelaksanaan Peraturan Perundang-
undangan yang berlaku dalam segala proses komersialisasi air minum
oleh para pelaku usaha AMDK baik dalam bentuk BUMN, BUMD, dan
BUMDes maupun BUMS tanpa memandang hal lain di luar kepentingan
usaha yang hendak dilakukan seperti uang maupun jabatan atau posisi
suatu badan usaha yang hendak melakukan komersialisasi air, serta
bersinergi dalam mensejahterakan rakyat terlebih dalam pemenuhan
fasilitas Kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang salah satunya
adalah pemenuhan air minum yang layak.

2. Melibatkan para ahli dan penegak hukum yang berkompeten dalam
segala bidang yang berkaitan dengan segala proses komersialisasi air
oleh para pelaku usaha AMDK agar dapat berjalan sesuai dengan UUD
NRI 1945. Sebab, apabila komersialisasi air dilakukan dengan berbagai
cara yang merugikan banyak orang, tentu saja tujuan dari UUD NRI
1945 tidak akan tercapai dan dampak negatif yang dapat berlaku dalam
jangka waktu yang panjang adalah kerusakan sistem hukum baik dalam
penerapan maupun penegakannya.

3. Membuat peraturan pelaksana UU SDA baru sebagai dasar hukum yang
lebih relevan dan mempunyai kekuatan hukum yang lebih mengikat
karena disesuaikan dengan peraturan yang terbaru, terlebih bagi para
pelaku usaha AMDK melakukan komersialisasi air minum. Peraturan
pelaksana UU SDA baru diharapkan dapat mengakomodir seluruh

ketentuan di dalam UU SDA baru, menyesuaikan kondisi industri
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AMDK beserta lingkungan Indonesia saat ini, dan memuat beberapa
tambahan ketentuan yang belum diatur secara spesifik di dalam UU
SDA baru seperti pengaturan yang lebih komprehensif mengenai
pengelolaan sumber daya air sesuai dengan perkembangan dan

kebutuhan hukum masyarakat.
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